
BUPATI KOLAKA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR 30 TAHUN 2014

T E N T A N G
PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, 
maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2014.

Mengingat : Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 44 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
: 3206).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah;
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar 
pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

/<p Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 39 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan 
Kelurahan;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 40 tahun 
2007 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Kolaka;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005 -  2025;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 
Kabupaten Kolaka;

33. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus 
Korps Pegawai Republik Indonesia Kab. Kolaka;
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kolaka;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun
2010 tentang Perubahan Kesatu atas Perda Nomor 37 
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pembentukan Kecamatan Iwoimendaa, 
Kecamatan Aere, Kecamatan Ueesi dan Kecamatan 
Dangia di Kabupaten Kolaka;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 37 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Kolaka;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;

41 . Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 -  2019;

43. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014;

44. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Revisi dan/atau Pergeseran Anggaran Mendahului 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BABI 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah.

10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah.
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disirigkat SILPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran.
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BAB II

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 
semula berjumlah Rp. 813.875.565.637,00 bertambah sejumlah 
Rp. 84.016.777.248,36 sehingga menjadi Rp. 897.892.342.885,36 dengan 
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 795.829.788.657,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 34.631.865.827,69

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 830.461.654.484,69

2. Belanja
a. Semula Rp. 804.075.565.637,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 75.890.847.248,36

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 879.966.412.885,36
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (49.504.758.400,67)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 18.045.776.980,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 49.384.911.420,67

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 67.430.688.400,67

b. Pengeluaran
1) Semula RP. 9.800.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.125.930.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 17.925.930.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 49.504.758.400,67 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan Rp. 0,00

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan 
sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.
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Pasal 6
Daftar uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 
Sebelumnya dirinci lebih lanjut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam 
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
Kolaka ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 8

Pasal 9

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal <r — £J-2014

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal p  -  3 -  2014

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA,

Vs./ /-v/..

H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014, NOMOR J O


